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Abstrak:Indonesia sebagai negara berkembang dengan kondis demografi yang tidak stabil
tercermin pada angka pertumbuhan penduduk yang tak terkendali. Parahnya jumlah penduduk
yang cukup besar tidak dibarengi dengan perbaikan dan pertumbuhan ekonomi yang baik.Kondisi
perekonomian yang morat-marit semakin menambah angka kemiskinan di Indonesia yang
berdampak pada degradasi kondisi fisik dan non fisik kehidupan dan penghidupan masyarakat
yang secara nyata dan jelas tercermin pada menurunnya kualitas lingkungan tempat tinggal
masyarakatnya.bahkan yang paling buruk adalah terbentuknya permukiman kumuh atau kawasan
kumuh.Kawasan permukiman kumuh di Kota Kuala Kapuas yaitu dominan terletak di kawasan
bantaran sungai. Sesuai dengan kriteria kawasan kumuh bahwa kawasan tersebut memiliki pola
permukiman yang tidak teratur, padat, kualitas bangunan tidak layak huni, serta tidak dilengkapi
sarana dan prasarna utilitas (jalan, air bersih, air limbah, drainase dan sisten persampahan) yang
baik dengan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah.Penanganan fisik Masalah Permukiman
Kumuh ini merupakan bagian dari antisipasi dampak perkotaan dari peningkatan fungsi kawasan
menjadi pusat pertumbuhan dan guna merencanakan ruang kawasan permukimanyang lebih
manusiawi kedepannya. Perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, kurang terarah dan
terencana, serta kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih,
sanitasi, sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung
mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan
Kumuh”
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Indonesia sebagai negara berkembang dengan
kondisi demografi yang tidak stabil tercermin
pada angka pertumbuhan penduduk yang tak
terkendali.Parahnya jumlah penduduk yang
cukup besar tidak dibarengi dengan perbaikan
dan pertumbuhan ekonomi yang baik.Kondis
perekonomian yang morat-marit semakin
menambah angka kemiskinan di Indonesia yang
berdampak pada degradas kondis fisk dan
non fisk kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang secara nyata dan jelas
tercermin pada  menurunnya  kualitas
lingkungan tempat tinggal masyarakatnya. Dari
2 (dua) ha pokok inilah, yakni: angka
pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan
kondisi perekonomian yang buruk, terjadilah
apa yang disebut dengan permasalahan
perumahan dan permukiman bahkan yang
paling buruk adalah terbentuknya permukiman
kumuh atau kawasan kumuh.

Kota Kuala Kapuas sangat strategis bila dilihat
dari segi lokasi, beradatepat di perlintasan jalan
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menghubungkan Kota Palangka Raya dengan
Banjarmasin baik sebagai pusat perdagangan
dan jasa serta sebagal pusat  pelayanan
pemerintahan di wilayah Kapuas, merupakan
daya tarik (attracting power) tersendiri bagi
masyarakat sekitar untuk tinggal menetap di
daerah ini guna memperoleh kemudahan akses.
Hal ini tentunya turut berpengaruh terhadap
kebutuhan akan lahan permukiman dan
infrastruktur kota.

Kawasan kumuh di Kota Kuala Kapuasdominan
terletak di kawasan bantaran sungai. Sesual
dengan kriteria kawasan kumuh bahwa kawasan
tersebut memiliki pola permukiman yang tidak
teratur, padat, kualitas bangunan tidak layak
huni, serta tidak dilengkapi sarana dan prasarna
utilitas (jalan, air bersih, air limbah, drainase
dan sisten persampahan) yang baik dengan
tingkat pendapatan masyarakat yang rendah.

Penanganan Masalah Permukiman Kumuh ini
merupakan bagian dari antisipas dampak
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perkotaan dari peningkatan fungsi kawasan
menjadi pusat pertumbuhan dan guna
merencanakan ruang kawasan permukiman
yang lebih manusiawi kedepannya. Perumahan
dan permukiman yang kurang terpadu, kurang
terarah  dan terencana, serta  kurang
memperhatikan kelengkapan prasarana dan
sarana dasar seperti air bersih, sanitasi, sistem
pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan
air hujan, akan cenderung mengalami degradas
kualitas lingkungan atau yang kemudian
diterminol ogikan sebagai “Kawasan Kumuh”.

Kondis seperti itu sudah semestinya mendapat
perhatian dan dilakukan secara terus menerus
dengan  memberikan  dorongan  kepada
pemerintah Kabupaten untuk menempatkan
penanganan kawasan kumuh dan kemiskinan
yang ada secara sungguh-sungguh dan
meletakkannya pada prioritas utama pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota
serta Rencana dan Strategi (Renstra) Sektoral di
wilayahnya.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan
yang dijabarkan di atas maka tujuan penelitian
di wilayah studi yaitu memberikan rekomendasi
penanganan kawasan permukiman kumuh di
Kota KualaKapuas.

Penelitian ini menggunakan penelitian secara
kualitatif. Dalam penelitian ini pada hakekatnya
dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan,
variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi
saat sekarang ketika penelitian berlangsung dan
menygjikan dalam bentuk data-data yang bisa
di analisadengan kajian diskripsi.

LANDASAN TEORI

Definisi Tentang Permukiman Kumuh
Permukiman kumuh merupakan permukiman
yang tidak layak huni karena ketidak
teraturan  bangunan, tingkat kepadatan
bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan
serta saranadan prasarana yang tidak memenuhi
syarat (UU No. 1 Tahun 2011).

Upaya penanganan permukiman kumuh telah
diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011
tentang perumahan dan kawasan permukiman,
yang menyatakan bahwa untuk mendukung
terwujudnya lingkungan permukiman yang
memenuhi persyarakatan keamanan, kesehatan,

kenyamanan dan keandalan bangunan, suatu
lingkungan permukiman yang tidak sesuai
tataruang, kepadatan bangunan sangga ttinggi,
kualitas bangunan sangat rendah, prasarana
lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan,
yang dapat membahayakan kehidupan dan
penghidupan masyarakat penghuni, dapat
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
yang bersangkutan sebagai  lingkungan
permukiman kumuh yang tidak layak huni dan
perlu diremaj akan.

Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh

Penentuan kriteria kawasan permukiman
kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan
berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian
peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang,
status (kepemilikan) tanah, letak/kedudukan
lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat
kepadatan bangunan, kondis fisik, sosid,
ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Selain
itu digunakan kriteria sebagai kawasan
penyangga kota metropolitan seperti kawasan
permukiman kumuh teridentifikass yang
berdekatan atau berbatasan langsung dengan
kawasan yang menjadi bagian dari kota
metropolitan.

Berdasarkan uraian diatas maka untuk
menetapkan lokasi kawasan permukiman
kumuh  digunakan  kriteria-kriteria  yang
dikelompok kedalam kriteria:

» Vitalitas Non Ekonomi

Vitalitas Ekonomi Kawasan

Status Kepemilikan Tanah

K eadaan Prasarana dan Sarana

Komitmen Pemerintah Kabupaten/K ota
Prioritas Penanganan

Kegiatan penilaian kawasan permukiman
kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan
pada masing-masing kriteria diatas.Umumnya
dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki
bobot pengaruh yang berbeda-beda.Selanjutnya
dalam penentuan bobot kriteria bersifat relatif
dan bergantung pada preferensi individu atau
kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh
masing-masing kriteria.

Kriteria Vitalitas Non Ekonomi

Kriteria Vitalitas Non Ekonomi
dipertimbangkan sebagai penentuan penilaian
kawasan kumuh dengan indikas terhadap
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penanganan peremajaan kawasan kumuh yang
dapat memberikan tingkat kelayakan kawasan
permukiman tersebut apakah masih layak
sebagal kawasan permukiman atau sudah tidak
sesua lagi.

Kriteriaini terdiri atas variabel sebagai berikut:

a  Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
atau RDTK, dipandang perlu sebaga
legalitas kawasan dalam ruang kota.

b. Fisik bangunan perumahan permukiman
dalam kawasan kumuh memiliki indikas
terhadap penanganan kawasan
permukiman kumuh dalam hal kelayakan
suatu  hunian berdasarkan intensitas
bangunan yang terdapat didalamnya.

c. Kondis Kependudukan dalam kawasan
permukiman  kumuh  yang  dinila,
mempunyai indikas terhadap penanganan
kawasan permukiman kumuh berdasarkan
kerapatan dan kepadatan penduduk.

Kriteria Vitalitas Ekonomi

Kriteria Vitalitas Ekonomi dinilai mempunyai
kepentingan atas dasar sasaran program
penanganan kawasan permukiman kumuh
terutama pada kawasan kumuh sesual
gerakan city without dum sebagaimana
menjadi komitmen dalan Hari Habitat
Internasional. Oleh karenanya kriteria ini
akan mempunyai tingkat kepentingan
penanganan kawasan permukiman kumuh
dalam kaitannya  dengan indikasi
pengelolaan kawasan sehingga peubah
penilai untuk kriteriaini meliputi:

a. Tingkat kepentingan kawasan dalam letak
kedudukannya pada wilayah kota, apakah
apakah kawasan itu strategis atau kurang
strategis.

b. Fungs kawasan dalam peruntukan ruang
kota, dimana keterkaitan dengan faktor
ekonomi  memberikan ketertarikan pada
investor untuk dapat menangani kawasan
kumuh yang ada. Kawasan yang termasuk
daam kelompok ini adalah pusat-pusat
aktivitas bisnis dan perdagangan seperti
pasar, termina/stasiun, pertokoan, atau
fungsi lainnya.

c. Jarak jangkau kawasan terhadap tempat
mata pencaharian penduduk kawasan
permukiman kumuh.

Kriteria Status Tanah
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Kriteria status tanah sebagai mana tertuang
daam Inpres No. 5 tahun 1990 tentang
Peremgjan  Permukiman Kumuh adalah
merupakan hal penting untuk kelancaran dan
kemudahan pengel olaanya. Kemudahan
pengurusan masalah status tanah  dapat
menjadikan jaminan terhadap ketertarikan
investas dalam suatu kawasan perkotaan.

Perubah penilai dari kriteriaini meliputi:

a. Status pemilikan lahan kawasan perumahan
permukiman.

b. Status sertifikat tanah yang ada.

Kriteria Kondis Prasarana dan Sarana
Kriteria Kondisi Prasarana dan sarana yang
mempengaruhi - suatu  kawasan permukiman
menjadi kumuh, paling tidak terdiri atas:

a Kondisi Jalan

b. Drainase

c. Air bersih

d. Air limbah

Kriteria Komitmen Pemerintah Setempat

Komitmen pemerintah daerah
(kabupaten/kota/propinsi) dinilai mempunyai
andil sangat besar untuk terselenggaranya
penanganan kawasan permukiman kumuh.Hal
Pedoman Identifikass Kawasan Permukiman
Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan
ini mempunyai indikasi bahwa pemerintah
daerah menginginkan adanya keteraturan
pembangunan khususnya kawasan yang ada di
daerahnya.

Perubah penilai dari kriteriaini akan meliputi:

a. Keinginan pemerintah untuk
penyelenggaraan  penanganan  kawasan
kumuh dengan indikasi penyediaan dana dan
mekani sme kelembagaan penanganannya.

b. Ketersediaan perangkat dalam penanganan,
seperti halnya rencana penanganan (grand
scenario) kawasan, rencana induk (master
plan) kawasan dan lainnya.

Kriteria Prioritas Penanganan

Untuk menentukan lokasi prioritas penanganan,
selanjutnya digunakan kriteria lokas kawasan
permukiman kumuh vyang diindikasikan
memiliki pengaruh terhadap (bagian) kawasan
perkotaan metropolitan sekaligus sebagai
kawasan permukiman penyangga. Kriteria ini
akan menghasilkan lokasi kawasan
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permukiman yang prioritas ditangani karena

letaknya yang berdekatan dengan kawasan

perkotaan. Penentuan kriteria ini menggunakan
variabel sebagal berikut:

a. Kedekatan lokasi kawasan permukiman
kumuh dengan pusat kota metropolitan.

b. Kedekatan lokas kawasan permukiman
kumuh dengan kawasan pusat

pertumbuhan bagian kota metropolitan.

c. Kedekatan lokasi kawasan permukiman
kumuh dengan kawasan lain (perbatasan)
bagian kota metropolitan.

d. Kedekatan lokasi kawasan kumuh dengan
letak ibukota daerah yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikas Kawasan Permukiman Kumuh
di Kota Kuala Kapuas

Kawasan kumuh di Kota Kuala Kapuas yaitu
dominan terletak di kawasan bantaran sungai.
Sesuai dengan kriteria kawasan kumuh bahwa
kawasan tersebut memiliki pola permukiman
yang tidak teratur, padat, kualitas bangunan
tidak layak huni, serta tidak dilengkapi sarana
dan prasarna utilitas (jalan, air bersih, air
limbah, drainase dan sisten persampahan) yang
baik dengan tingkat pendapatan masyarakat
yang rendah.
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Gambar 1. Peta Administras KotaKuaa
Kapuas (2015)

Luas wilayah Kota Kuala K apuas adalah 14.999
km2 (9,77 % dari luas Kaimantan Tengah)
dimana luas tersebut sudah termasuk zona

perairan laut, terbagi atas 213 desa dan 17
K ecamatan seperti yang terlihat dalam Tabel 1.

Tabd 1. Luas Kecamatan dan Prosentase Terhadap

Kabupaten
Jumlah % Ibukota
No. | Kecamatan Luas (km2) Terhadap
Desa Kecamatan
Kabupaten
1. | Kapuss 1 248,08 2,32 Lupak Dalam
Kuala
Kapuas .
2 | o 7 202 1,35 Anjir Serapat
3. | sea 6 111,74 0,74 Kuala Kapuas
4. | Besarang 1 206 137 Basarang
5, | Kapuas 8 a1 0,61 Barimba
Hilir
Pulau .
6 | Pt 9 135 0,90 Sei Tatas
7. | Kapuas 21 273,09 182 Palingkau
Murung Baru
g | Kapuas 11 504,23 336 Mandommai
Barat
9. | Mantanga 30 6.103,77 40,69 Mantangai
10. | Timpah 9 2.016,00 13,44 Timpah
Kapuas )
1L | roeeh 23 1.145,00 7,63 Pujon
12, | (WS 12 1.274,00 8,49 Sei Hanyo
13. | Dadahup 15 217,91 145 Dadahup
14, | Tamban 7 78,92 0,53 Tamban Catur
Catur
15. | Bataguh 14 282,26 1,88 Bataguh
16, | PK 8 687 4,58 Jangkan
" | Talawang ' gKkang
17. | Mandau 8 1.323,00 8,82 Sei Pinang
Talawang
Total 213 14.999,00 | 100,00

Sumber: Kota Kuala Kapuas Dalam Angka 2012

Potensi dan masalah di BWP Kuala Kapuas
dapat dilihat dari dua sis, yaitu interna dan
eksternal. Potensi dan permasalahan internal
beris mengenai kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki BWP Kuala Kapuas berdasarkan
kondis saat ini dan perkiraan ke depan.
Variabel-variabel dominan yang menjadi
kekuatan antara lain kesesuaian dan daya
dukung lahan yang tinggi untuk penggunaan
pertanian dan kawasan agrowisata, pola ruang

yang terpusat untuk mendukung system
kelembagaan  kawasan  agrowisata  dan
pertanian, dan secara ekonomi memiliki

komoditas unggulan yang berskala local dan
regiona (padi) yang mendukung terciptanya
kawasan agrowisata. Sedangkan kelemahan
dominan yang harus dibenahi antara lain pola
ruang yang tersebar/terserak dan belum
terstrukturisasinya system ekonomi serta sarana
prasarana yang mendukung kawasan agrowisata
dan pertanian.

Potens dan permasalahan eksternal dapat
disebut sebagai peluang dan ancaman untuk
BWP Kuala Kapuas. Potensi atau peluang yang
dimiliki BWP Kuala Kapuas antara lain relatif
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tingginya daya dukung dan daya tampung lahan
di BWP Kuaa Kapuas, peluang dari efek
multiflier rencana rel kereta api  luar Kota
Kapuas dan dan pembangunan pelabuhan
samudera di batanjung. Sedangkan ancaman
yang dihadapi antaralain belum adanya rencana
teknis terinci untuk penataan ruang, potens
sektor basis belum berkembang optimal dan
rendahnya aksesibilitas sistem jaringan jalan
yang menghubungkan antar  wilayah
pengembangan.

Penanganan Fisk Kawasan Permukiman

Kumuh di Kota Kuala Kapuas

1. Permukiman  Kembali di kawasan
perencanaan
Permukiman kembali adalah suatu usaha
untuk memindahkan penduduk dari suatu
lokasi yang tidak layak lagi untuk
permukiman karena alasan tertentu misalnya
pada kawasan konservasi, kelayakan lahan,
dengan mengadakan perbaikan-perbaikan
tingkat hunian dan kesegjahteraan penghuni.
Permukiman kembali akan menyebabkan
berbagai dampak seperti hilangnya sumber-
sumber produktif termasuk lahan, hilangnya
pendapatan dan dan mata pencaharian dapat
hilang, serta menurunnya kultur budaya dan
kegotongroyongan yang ada dalam
masyarakat. Apabila jika permukiman
kembali tidak dapat dihindari, maka harus
ada upaya-upaya bantuan dalam
memulihkan kehidupan  dan mata
pencaharian bagi orang yang terkana
dampak atau bahkansemakin meningkatkan
mutu kehidupan mereka. Menurut Asian
Development Bank (2002) langkah-langkah
pencegahan dampak dari permukiman
kembali :

Tabel 2. Dampak dan Langkah

Penanggulangan
Jenis Dampak Langkah Penanggulangan
e Kehilangan sumber | ¢ Ganti rugi yang sesuai dengan harga

yang produktif, termasuk | penggantian atau penggantian bagi pendapatan
lahan, pendapatan dan | dan matapencaharian yang hilang.

mata « Penggantian pendapatan dan biaya pemindahan
pencaharian. selama waktu pembangunan kembali serta
langkah pemulihan pendapatan bagi yang
kehilangan mata pencaharian.

» Kehilangan perumahan, | < Ganti rugi bagi perumahan dan kekayaan yang
mungkin seluruh struktur, | hilang sesuai dengan harga penggantian, relokasi
sistem dan fasilitas social | termasuk pembangunan tempat relokasi, kalau

masyarakat. perlu serta langkah-langkah memperbaiki taraf
hidup.

« Kehilangan kekayaan ¢ Gantal rugi sesuai harga penggantian atau
diganti

e Kehilangan sumber | < Diganti atau ganti rugi sesuai dengan harga

daya masyarakat, | penggantian, langkah-langkah pemulihan

lingkungan, peninggalan

budaya dan

harta lainnya
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Sumber : Buku Panduan Tentang Permukiman Kembali, Asian
Development Bank, 1999.

2. LegditasLahan

Kendala ketersediaan dan harga lahan,
pembangunan perumahan tentunya akan
memerlukan lahan, sedangkan ketersediaan
lahan pada dasarnya mempunyai relatif
terbatas atau semakin  sulit  untuk
mendapatkannya. Disis lain  kebutuhan
semakin meningkat sehingga harga lahan
terus melambung naik mengikuti hokum
pasar ekonomi. Akibatnya masyarakat
golongan rendah semakin sulit untuk
mendapatkan tanah seperti apa yang
diungkapkan oleh Abram (dalam Panudju:
1999), banyak hal yang menyebabnya
sulitnya akses untuk  lahan,kepemilikan
lahan yang berlebihan oleh pihak-pihak
tertentu, aspek hukumkepemilikan, dan
ketidak jelasan kebijakan pemerintah dalam
masalah lahan. Kendala ketersediaan
prasarana untuk perumahan, yang dimaksud
ketersediaan prasarana untuk perumahan
adalah jaringan air bersh, pembuangan
sampah dan transportasi yang merupakan
persyaratan penting bagi pembangunan
perumahan. Kendala bagi pemerintah kota
dalam penyediaan ini pada dasarnya di
karenakan kesulitan akan dana untuk
pembangunan infrastruktur belum
tersedianya perencanaan pengembangan
kota yang bisa berjalan dengan baik. Dengan
adanya ketersediaan prasarana serta sarana
transportasi baik secara kualitas maupun
kuantitas sebagai faktor yang menentukan
terciptanya kemudahan bagi aktivitas warga
dalam melakukan kegiatan perekonomian,
sosial maupun kegiatan yang lain.

. Peremgjaan

Strategi dasar dalam sektor perumahan dan
permukiman menekankan pada
pemberdayaan masyarakat, khususnya yang
tertinggal dengan menerapkan pendekatan
pembangunan bertumpu pada kelompok
sehingga tercipta komunitas yang maju baik
secara mandiri dan terorganisas mampu
memenuhi  kebutuhan perumahan dan
permukiman.

Ditinjau berdasarkan visi secara umum dari
pembangunan perumahan dan permukiman
adalah membaiknya kondisi perumahan dan
permukiman  dimana  setiagp  orang
menempati rumah yang layak dalam
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lingkungan permukiman yang berwawasan
lingkungan dan lestari, dengan mendorong
peningkatan potenss dan kemandirian
masyarakat dalam bidang perumahan dan
permukiman. Selain dalam pembangunan
perumahan dan permukiman ini  juga
dijabarkan ke vis khusus vyaitu: 1).
perumahan layak untuk semua, dan
2).permukiman yang berwawasan
lingkungan dan lestari.

Kebijakan  diatas  dikaitkan  dengan

pandangan menurut Panudju (1999), maka

peran pemerintah dalam  pengadaan

perumahan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. pertama sebagai pembuat kebijakan
strategi  dan  program  pengadaan
perumahan secara nasional,

2. kedua peran  pemerintah  dalam
pelaksanaan pengadaan perumahan bagi

masyarakat ~ berpenghasilan  rendah.
Dalam hal ini pemerintah dapat berperan
sebagai:

Pada saat ini upaya penanganan perumahan
ditekankan pada pengadaan perumahan
sebanyak-banyaknya dengan harga terjangkau.
Sedangkan program pokok pembangunan
perumahan mencakup :

(@) Program penyediaan perumahan dan
permukiman melalui :1). Pembangunan
perumahan dan permukiman di perkotaan,
2). pembangunan  perumahan  dan
permukiman dipedesaan

(b) Program perbaikan perumahan dan
permukiman dengan pendekatan Tribina,
yang dilaksanakan berbagai instans terkait
yaitu 1). Perbailkan dan peremgaan
kawasan perumahan dan permukiman di
perkotaan meliputi perbaikan kawasan
kumuh, peremajaan kawasan kumuh guna
peningkatan pemanfataan lahan dan tertib
bangunan, serta pengurangan dampak
sosial  dan kesenjangan  penyediaan
prasarana dan sarana, penanganan kawasan
kumuh yang lokasinya tidak sesuai dengan
peruntukan (melalui
pemindahan/rel okasi permukiman, dengan
tetap memperhatikan kesinambungan kerja
penghuni dan meningkatkan pendapatan
masyarakat 2). Pemugaran perumahan dan
permukiman di  pedesaan  meliputi
perumahan dan permukiman, jalan desa,
dan listrik

(c) Program penyehatan lingkungan
permukiman meliputi pengelolaan
persampahan, pengelolaan air limbah,
penanganan drainase
Program perbaikan perumahan dan
permukiman dengan pendekatan Tribina
adalah suatu pendekatan yang menerapkan
tiga sasaran pembinaan yaitu bina manusia,
bina lingkungan, dan bina usaha dalam
penanganan pembangunan perumahan dan
permukiman.

Ketiga pembinaan tersebut merupakan satu
kesatuan yang dapat mencerminkan tata
kehidupan dan penghidupan masyarakatnya
yang terdiri dari perilaku manusianya (aspek
sosial  budaya) kondis lingkungan dan
huniannya (aspek fisik) dan aktivitas usahanya
(aspek ekonomi). Untuk lebih jelasnya di
ungkapkan sebagai berikut:

(8 Bina manusia yaitu yang dimaksudkan
sebagai upaya untuk menumbuhkan dan
meningkatkan kesadaran warga
masyarakat agar memiliki kemauan dan
kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan
akan perumahan secara mandiri dengan
mengandalkan pada pemanfaatan sumber-
sumber daya yang tersedia baik dalam
dirinya maupun lingkungan kehidupan
mereka.

(b) Bina lingkungan yaitu melalui kegiatan
perbaikan/pemugaran  perumahan  serta
prasarana dasar lingkungan, dimaksudkan
untuk menumbuhkan dan meningkatkan
kesadaran warga akan arti pentingnya
perumahan yang sehat dan layak huni
dalam lingkungan permukiman yang sehat
dan tertur.

(c) Bina wusaha yaitu meaui kegiatan
bimbingan dan pemberian stimulant
dimaksudkan untuk menumbuhkan dan
meningkatkan kesadaran berusaha, dengan
memanfaatkan atau memobilisasi sumber-
sumber daya yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan
kesimpulan yang didapat adalah: Potens dan
permasalahan pada kawasan Permukiman
kumuh di Kota Kuda Kapuas Kapuas
memerlukan suatu pendekatan Tribina, adalah
suatu pendekatan yang menerapkan tiga sasaran
pembinaan yaitu bina manusia, bina
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lingkungan, dan bina usaha dalam penanganan
pembangunan perumahan dan permukiman.
yang dilaksanakan berbagai instans terkait
yaitu 1). Perbaikan dan peremgaan kawasan
perumahan dan permukiman di perkotaan
meliputi perbaikan kawasan kumuh,
peremgjaan kawasan kumuh guna peningkatan
pemanfataan lahan dan tertib bangunan, serta
pengurangan dampak sosial dan kesenjangan
penyediaan prasarana dan sarana, penanganan
kawasan kumuh yang lokasinya tidak sesuai
dengan peruntukan (melaui
pemindahan/rel okasi permukiman, dengan tetap
memperhatikan kesinambungan kerja penghuni
dan meningkatkan pendapatan masyarakat 2).
Pemugaran perumahan dan permukiman di
pedesaan meliputi perumahan dan permukiman,
jalan desa, dan listrik.
Tantangan/kebutuhan dalam pengembangannya
antaralain:
Perlu adanya revitaisas permukiman dan
dapat mengarah kepada pemindahan
sebagian perumahan
Perlu adanya konsolidasi lahan di kawasan
kota lama untuk meningkatkan dan
membangun sarana dan prasarana utilitas
antaralain
Peningkatan  kesgahteraan  masyarakat
dalam aspek pengahasilan masyarakat
Peningaktan kualitas bangunan perumahan
Perlu adanya program-program penanganan
fisk seperti rehabilitisas jalan, penanganan
drainase dan sampah yang bekerjasama
dengan perguruan tinggi dan lembaga-
lembaga swasta
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Isu dan Permasalahan Kawasan Kumuh Kelurahan Selat Hilir, Kota Kuala Kapuas

o

Aspek
Permukiman

dan
Infrastruktur
Ko

Profil dan Permasalahan

Permukiman dan
kardisl
Perumahan

Permukman di lepi sungal merupakan permukmar dengan kepadater tinggi
model pengemabangan menyatukan bangunan permukiman antar blok-blok
pemiukman menjadi satu kesatuan kawasan permukman. Nilal KDE di kawasan
ini sangat rapet 70 - 80 %, f
Manyoritas bertuk banqunzn adyah rumah non formal (panggura; lenutama
yang dekat dekat tepl sungal vang mayorkas memgiiki mata pencaharian neleyan.
50% lebih bangunan tidac metmenuhi pareyaratar taknis

Sehaqaian besar rumah yang berkembang calam rumah rumah sami-parmanen 8
dan nor permanen

Urtuk wilayah pengembangen perumahen tidak terily padat dan meyantas romah
pRIMANan = semi permaren

> 50% barqunan tidak memiik kateraturan

Kepadaten bangunan sebesar < 200 unitha

Pelayanan Al
bersih

Pelayanan air bersh peripaan sanga kecl sekitar 17 %

Mayoritas penduduk memperokh air bersh dad curur dan sungai baik untuk
kepentingan alr minam, MCK

SPAM tidak memenuh persyaratan teknis

Cakupan pelayanan SPAM ticak memada tarhadap »50% popu esi

Pelayanan
drainase

Secara skemalis sisiem drainas tidak terstrubdur untuk mergatasi genancen dan
banjr

Drainas lingkungan ticek mampu mengatas genangan > 50% luas area

50% luias area tidak tedayani drainass lingkunger

Pelayanan  Alr
Limbah

Pengelolaan air limbsh tdak memenun persyaratan tekris

imbah domestic dengan an-site sytem dengan teknclogi pengealahan ;amhar
dengan perabangunan septik tank tidak memenuhi kaidah teknis

Hanye sedkis keluarga mem ki jamban, dan yang tergolong jamban sehat
sebesar 70 % dan sebagen memiIki jamban terapung yeng langsung dibuang ke
sungal

Pe1g;nla.'m lirbah cair rumah tangga langsung ke got/perit/suren d-airase
de at rumah atau tanpa malalyi pipa

Pelayanan
Persampahan

Tegh dlayan! sistem pengelolaan sampah clen Dhnas "emda Kat. Dan swacaya
masyarakat ba dar pengumpuian, pangengkutan dan buangan akhir

Taeh aca bebreapa TPStertutama d pasar dan perdagangan

Beum adarya per gelolaan @mpah 3 K

Perlgyanan Jazn
Lingkungan

Kongisi akses jalan behum terintegrasi dengan jaringan drainase
Cacupan jazn Inchungan tidak memadal >50% luas erea

Rona Kawasan Kumuh di Kelurahan Selat Hilir, Kahupaten
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